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ABSTRAK  
Pertanian berkelanjutan menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, khususnya 
pada wilayah pedesaan yang memiliki basis produksi pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
peran dan dukungan pemerintah desa terhadap kebijakan pangan serta implikasinya terhadap kemandirian 
petani di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan 
pengumpulan data melalui wawancara mendalam, survei terhadap 15 responden, dan analisis dokumen 
kebijakan desa di lima kecamatan sentra produksi pertanian (Gapura, Runaru, Batang Batang, Lenteng, dan 
Guluk-Guluk). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 73% desa telah mengalokasikan Dana Desa untuk 
program ketahanan pangan, terutama pada pengadaan benih unggul lokal, pupuk organik, dan peralatan 
pertanian sederhana. Sebanyak 35% desa telah memiliki Peraturan Desa Ketahanan Pangan sebagai 
instrumen hukum pelindung lahan dan penguatan cadangan pangan lokal. Selain itu beberapa petani mulai 
mengadopsi praktik pertanian ramah lingkungan dan diversifikasi tanaman, yang berdampak pada 
peningkatan pendapatan sebesar 5–15% per musim tanam. Modal sosial petani yang tinggi memperkuat 
kolaborasi kelembagaan lokal seperti Poktan, Gapoktan, dan BUMDes pertanian. Temuan ini 
mengindikasikan bahwa dukungan pemerintah desa berperan signifikan dalam memperkuat kemandirian 
petani dan ketahanan pangan lokal melalui kebijakan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Namun, 
tantangan seperti keterbatasan akses modal, ketergantungan bantuan, dan alih fungsi lahan masih 
memerlukan intervensi kebijakan lintas level. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multi-level 
governance dan community-based sustainable agriculture sebagai strategi memperkuat kedaulatan pangan 
desa. 

Kata kunci: Sustainable agriculture, kebijakan pangan desa, kemandirian petani, ketahanan pangan, tata 
kelola desa 

 
ABSTRACT  

Sustainable agriculture is an important pillar in achieving national food security, especially in rural areas 
that have an agricultural production base. This study aims to analyse the role and support of village 
governments in food policy and its implications for farmer independence in Sumenep Regency. This study 
uses a descriptive-qualitative approach with data collection through in-depth interviews, surveys of 15 
respondents, and analysis of village policy documents in five sub-districts that are agricultural production 
centres (Gapura, Runaru, Batang Batang, Lenteng, and Guluk-Guluk). The results show that 73% of villages 
have allocated Village Funds for food security programmes, particularly for the procurement of high-quality 
local seeds, organic fertilisers, and simple agricultural equipment. A total of 35% of villages have Village 
Food Security Regulations as a legal instrument to protect land and strengthen local food reserves. In 
addition, several farmers have begun to adopt environmentally friendly agricultural practices and crop 
diversification, which has resulted in an increase in income of 5–15% per planting season. Farmers' high 
social capital strengthens local institutional collaboration, such as Poktan, Gapoktan, and BUMDes 
agriculture. These findings indicate that village government support plays a significant role in strengthening 
farmer independence and local food security through policy, institutions, and community participation. 
However, challenges such as limited access to capital, dependence on aid, and land conversion still require 
cross-level policy intervention. This study emphasises the importance of a multi-level governance approach 
and community-based sustainable agriculture as strategies for strengthening village food sovereignty. 

Keywords: Sustainable agriculture, village food policy, farmer independence, food security, village 
governance 
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PENDAHULUAN 

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam agenda 
pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, ketidakstabilan 
harga pangan, dan ancaman krisis pangan global (Mbuli et al., 2021). Pemerintah Indonesia 
menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai kebijakan 
nasional, seperti Inpres No. 2 tahun 2025 untuk meningkatkan produksi pangan, dan Perpres No. 6 
tahun 2025 tentang tatakelola pupuk. 

Pemerintah pusat juga memperkuat peran desa dalam program pangan melalui kebijakan Dana 
Desa yang dialokasikan minimal 20% untuk program ketahanan pangan sesuai dengan Permendes 
PDTT No. 2 Tahun 2024. Kebijakan ini memperkuat peran strategis pemerintah desa sebagai ujung 
tombak dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan di tingkat 
lokal. 

Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam merancang dan mengimplementasikan program 
ketahanan pangan yang kontekstual sesuai kebutuhan wilayah (Listiana et al., 2021). Melalui 
pemanfaatan Dana Desa, pemerintah desa dapat mendukung berbagai inisiatif seperti pembangunan 
lumbung pangan, pengadaan benih unggul, pelatihan budidaya pertanian, serta pengembangan 
kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDesa untuk mendukung pemasaran hasil tani (Rahman et 
al., 2024). Langkah-langkah tersebut bertujuan memperkuat kemandirian petani dalam proses 
produksi, distribusi, dan keberlanjutan panen, sehingga desa tidak hanya menjadi konsumen 
kebijakan tetapi juga produsen pangan yang tangguh. 

Kebijakan nasional tersebut diimplementasikan pula dalam konteks lokal, seperti di Kabupaten 
Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sumenep secara aktif mendukung program 
ketahanan pangan melalui berbagai kegiatan seperti: 1) Gerakan pangan murah (GPM) 
bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, 2) program swasembada pangan, termasuk 
optimalisasi lahan, distribusi pupub subsidi, dan peningkatan produksi padi dan jagung melalui 
kolaborasi dengan kelompok tani, 3) penguatan kapasitas penyuluh pertanian lapangan (PPL) 
dalam mendampingi petani desa, 4) dan pengembangan kerjsama antar-desa dalam pengelolaan 
produk pangan unggulan local. 

Sebagai bentuk kometmen dan ketegasan pemerintah Kabupaten Sumenep, pada 17 Maret 2025 
Bupati Achmat Fauzi kembali menegaskan pentingnya percepatan pembentukan program 
ketahanan pangan pada 330 desa dengan menekan pemerintah desa agar memanfaatkan DD sebesar 
20% untuk dikembangkan mulai dari produksi, pertanian, peternakan maupun pangan. Dua instusi 
strategis yang disinggung yaitu DPMD dan Asosiasi Kepala Desa (AKD) untuk memaksimalkan 
pembinaan, pelatihan, dan berbagai kegiatan yang mendukung pada kesuksesan dan keberlanjtuan 
program ketahanan pangan. 

Namun demikian, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi dan efektivitas 
implementasi kebijakan di tingkat desa. Masih dijumpai berbagai kendala seperti lemahnya 
kapasitas manajerial desa, kurangnya integrasi perencanaan antara desa dan kabupaten, serta belum 
optimalnya peran kelembagaan petani dalam pengelolaan hasil panen secara berkelanjutan. 

Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana dukungan pemerintah 
desa terhadap kebijakan pangan nasional dan kabupaten dapat mendorong kemandirian petani desa, 
khususnya dalam mewujudkan keberlanjutan budidaya dan panen (Ari Cahyani et al., 2022). 
Penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran empiris mengenai praktik dan tantangan di 
lapangan, tetapi juga diharapkan menjadi masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif, 
kontekstual, dan partisipatif dalam pembangunan ketahanan pangan berbasis desa 

Secara konseptual penelitian ini menggunakan kerangka interdisipliner yang menggabungkan tiga 
pendekatan utama yaitu: 1) Policy implementation (Rajkhowa et al., 2023) yang memuat tentang 
konten kebijakan berupa dukungan dana desa, pengaturan pupuk, dan irigasi.  Kemudian konteks 
pelaksanaan tentang kapasitas pemerintah desa, kondisi social ekonomi desa, dan partispasi 
masyarakat. Dalam toeri implementasi kebijakan juga melihat penghambat dan pendukung dalam 
proses impelemtntasi. Konsep lain yang mendukung yaitu multi-level governance dimana 
kebijakan yang melibatkan semua actor seperti kelompok tani, BPD, dan BUMDes. 2) Pendekatan 
kemandirian petani mengacu pada konsep sustainable livelihoods yang menekankan pada 
pentinngya capabilitu, assets, dan activitiesi petani dalam keberlanjutan (Natarajan et al., 2022). 3) 
Pendekatan keberlanjutan budidaya dan panen yaitu konsep sustainable agriculture yang 
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mencakup pada keberlanjutan dalam dimensi ekologi, ekonomi, dan social. Dari tiga pendekatan 
tersebut maka secara umum pendekatan tersebut menekankan pada integrasi kebijakan pangan, 
pemerintah desa, dan petani dalam suatu system yang berkeadilan, partisipatif dan berkelanjutan. 

Dalam beberapa tahun terakhir, isu ketahanan pangan telah menjadi focus perhatian global maupun 
nasional dengan meningkatnya tantangan perubahan iklim, gangguan pasokan pangan global, dan 
ketergantungan terhadap impor komoditas strategis (Wakweya, 2023). Banyak studi terdahulu 
menyoroti aspek kebijakan pangan nasional maupun regional (Karyadi, 2021), termasuk efektivitas 
program food estate, distribusi pupuk subsidi, hingga sistem logistik pangan  (Saleh & Suherman, 
2021)(Nuwa, 2018) Namun, masih terbatas penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana 
peran pemerintah desa dalam mengadaptasi dan mengimplementasikan kebijakan pangan nasional 
ke dalam konteks lokal, serta keterkaitannya dengan penguatan kemandirian petani dan 
keberlanjutan budidaya. 

Beberapa studi yang relevan yaitu dilakukan oleh Rasdiana Mudatsir dan Asriyanti Syarif 
(Mudatsir & Asriyanti Syarif, 2023) membahas peran kelembagaan petani dalam mendukung 
ketahanan pangan, namun belum mengaitkan langsung dengan peran strategis pemerintah desa. 
Rogahang (2022) (Rogahang, 2022), Marhaeti (2022) (Marhaeti et al., 2022), dan Suryaningsih 
(2024) (Suryaningsih et al., 2024) meneliti efektivitas Dana Desa untuk program ketahanan 
pangan, tetapi tidak mengkaji secara mendalam dampaknya terhadap keberlanjutan panen dan 
kemandirian petani. Kajian oleh Bappenas dan FAO menyajikan kerangka ketahanan pangan 
nasional berbasis wilayah, namun pendekatan berbasis desa masih menjadi bagian yang belum 
banyak dikaji secara mikro dan kontekstual  (Abdullah, 2024; Hikmah & Pranata, 2023)  

Oleh karena itu kebaruan penelitian ini berkaitan dengan 3 aspek utama yaitu; 1) level analisis 
dimana desa sebagai subjek atktif impelemntasi kebijakan. Berbeda dari penelitian sebelumnya 
yang berfokus pada kebijakan pusat atau provinsi, penelitian ini menempatkan desa sebagai pelaku 
utama (agent) dalam implementasi kebijakan pangan. Ini memberikan sudut pandang baru tentang 
bagaimana desa bukan hanya menjadi penerima program, tetapi juga pengelola sumber daya, 
perencana program pangan, dan pelindung kemandirian petani. 2) integrase tiga sector kebijakan, 
kemandirian dan keberlanjutan. Pada penelitian ini tidak hanya mengukur hasil kebijakan, tetapi 
juga mengevaluasi sejauh mana dukungan tersebut menciptakan perubahan struktural dalam 
kemandirian petani dan kesinambungan panen. 3) pada pengembangan model tata kelola pangan 
local berkelanjutan. Model ini menggabungkan prinsip tata kelola partisipatif, keadilan distribusi 
input, dan peningkatan daya saing petani desa. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dukungan pemerintah 
desa pada kebijakan pangan dan kemandirian desa dalam mewujudkan sustainable 
agriculture.Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengetahui secara intensif, 
terperinci dan mendalam (Hukom et al., 2022). Penelitian ini akan melibatkan sejumlah 5 Desa 
yang tersebar dalam 5 kecamatan yaitu, Kecamatan Gapura, Kecamatan Rubaru, dan Kecamatan 
Batang-Batang, Lenteng, dan Guluk Guluk Masing-masing desa sebagai sampel yaitu kepala desa, 
petani, dan pengurus BUMDes yang memiliki agenda pelaksanaan realisasi 20% DD untuk 
program ketahanan pangan. Sehingga junlah sampel secara keseluruhan yaitu 15 informan 
penelitian 

Sumber data diperoleh secara primer dan skunder melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Kemudian data dianalisis dengan menggunakan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, 
dan penarikan kesimpulan (Suprihadi et al., 2022).  Penelitian dilakukan dalam 5 tahapan yang 
diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Adapun tahapan penelitian adalah sebagai berikut: 1)Tahapan 
pertama memperdalam masalah penelitian, 2) tahapan kedua yaitu memperdalam pertanian 
berkelanjutan, program ketahanan pangan, dan kemandirian petani, 3) tahapan ketiga melakukan 
studi literatur dan dokumentasi, 4) tahapan kempat melakukan wawancara kepada informan terkait, 
dan 5) tahapan keenam melakukan finalisasi laporan penelitian dan menyusun naskah artikel yang 
akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dukungan Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pangan 

Berdasarkan hasil survei terhadap 15 responden (terdiri atas kepala desa, perangkat desa, penyuluh, 
dan perwakilan kelompok tani) serta wawancara mendalam di lima kecamatan, maka hasil 
penelitian diklasifikasi menjadi 3 bagian yaitu, 1) dukungan programatik dan kelembagaan, 2) 
dukungan kebijakan dan regulasi desa, dan 3) dukungan social dan partisipasi. 

1. Dukungan Programatik dan Kelembagaan 

Sebanyak 73,1% desa menyatakan telah mengalokasikan sebagian Dana Desa (DD) untuk program 
ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan. Rata-rata alokasi berkisar antara –10% dari total 
APBDes per tahun, dengan fokus kegiatan pada pada pengadaan benih unggul, bantuan pupuk, dan 
pengadaan alat atau mesin sederhadan. Pemerintah desa juga mendorong pada aspek kelembagaan 
dengan terbentuknya kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Sebanyak 
62% Poktan dan Gapoktan yang mengaku mendapatkan pendampingan dari perangkat desa dalam 
aspek administrasi dan akses bantuan pertanian. Kemudian, beberapa desa telah berhasil 
mengembangkan unit usaha pertanian melalui BUMDes dengan jual-beli gabah, pengolahan hasil 
panen, dan penyediaan sarana produksi pertanian dengan system sewa. Salah satu contoh BUMDes 
Sumber Rejeki Desa Baban Kec. Gapura mendapatkan dukungan 20% DD untuk budidaya 
tanaman pertanian padi dan pemeliharaan ayam pedaging (Sahiruddin (IF-1)) 

2. Dukungan Kebijakan dan Regulasi Desa 

Sekitar 35% desa di wilayah penelitian telah memiliki peraturan desa (Perdes) ketahanan pangan 
yang bahasannya berisi tentang pengaturan pencegahan alih fungsi lahan produktif, pengelolaan 
cadangan pangan desa, dan penetapan lahan pertanian lestari. Di beberapa desa bahkan telah 
menetapkan peraturan internal mengenai larangan menjual tanah pertanian kepada pihak luar desa 
tanpa persetujuan musyawarah desa atau pemerintah desa, sebagai upaya melindungi lahan pangan. 
Kemudian setikat 53% desa sampel secara rutin telah melaksanakan Musyawarah Pangan Desa 
(MPD) sebagai forum kolaboratif antara aparat desa, petani dan penyluh pertanian.  

3. Dukungan Sosial dan Partisipatif 

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program pangan dinilai cukup tinggi. Hasil survei 
menunjukkan 66% petani menyatakan bahwa mereka dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKPDes) bidang pertanian. Pemerintah desa juga berperan dalam meningkatkan 
kapasitas petani melalui pelatihan dan kerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep. 
Sebanyak 9 pelatihan pertanian berkelanjutan tercatat dilaksanakan selama dua tahun tekahir 2023-
2024, meliputi pelatihan pembuatan pupuk organik, pelatihan pembibitan, pelatihan olah pangan, 
serta pengelolaan irigasi sederhana. Dari semua responden dalam penelitian ini manyoritas 
memiliki kepuasan atas dukungan pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mendukung 
keberlanjutan pangan dan pertanian. 

  

Kemandirian Petani dalam Praktik Pertanian Berkelanjutan 

Analisis terhadap 15 petani aktif di lima kecamatan menunjukkan bahwa tingkat kemadirian petani 
diukur melalui empat indicator utama yaitu: 1) adopsi teknologi ramah lingkungan, 2) diversifikasi 
tanaman, 3) kemandirian ekonomi, dan 4) partisipasi dalam kelembagaan pertanian. 

1. Adopsi Teknologi Ramah Lingkungan 

Indikator ini sebagai inovasi kemandirian dan keberlanjutan petani, namun hanya sebagian kecil 
petani setidaknya yang menggunakan pupuk organic untuk mengurangi pupuk kimia. 
Ketergantungan petani pada pupuk kimia masih tinggi mengingat efisiensi kinerja. Namun 
sebanyak 57% petani menggunakan pupuk organic hanya pada pemulihan tanah atau sebelum 
penanaman benih. Sebagian kecil petani sudah ada yang membuat kompos bio-enzim di Desa 
Guluk Guluk sebagai model pembelajaran untuk petani lain.  

2. Diversifikasi Tanaman dan Pola Tanam 

Beberapa desa yang menerapkan system diversifikasi ini diantaranya Petani di Desa Totosan dan 
Desa Banuaju barat, Kecamatan Batang Batang, di Desa Lenteng dan Desa Rubaru dengan system 
keseimbangan ekosistem tanah dan tanamanan. Diversitas pertanian meliputi tanamanan padi, 
bawang merah, tembako, cabai, mentimun dan dedaunan seperti kangkong dan sawi.  
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3. Kemandirian Ekonomi dan Pemasaran 

Pada aspek ini masih memiliki kelemahan, hanya sekitar 26% petani yang langsung menyalurkan 
hasil pertaniannya ke pasar induk Kabupaten atau Kecamatan. Manyoritas masih tergantung pada 
tengkulak untuk pemasaran. Beberapa BUMDes juga belum optimal memberikan akses pasar dari 
hasil pertanian untuk bisa dikelola langsung dan dipasarkan ke konsumen. Problem lainnya pada 
kendalam akses modal usaha terutama bagi petani kecil yang tidak memiliki jaminan asset 
produksi. Pertanian dilakukan hanya dalam komoditi kecil namun dilakukan bersama sama 
sehingga dalam komonitas menghasilkan produk yang tinggi.  

4. Modal Sosial dan Kelembagaan Petani 

Kepercayaan trust antar pertani terbangun dalam kelompok-kelompok non-formal untuk membahas 
diversifikasi tanamanan mulai dari padi, jagung atau biji-bijian. Petani terbangun system kerja 
sama seperti namen abhareng (tanam bersama) untuk memperkuat solidaritas dan efisiensi biaya 
panen. Tanam bersama sebagai modal sosial juga untuk mensiasasi menangani hama bersama 
seperti tikus dan burung. Kelompok petani juga memiliki kepercayaan dan harapan tinggi kepada 
pemerintah desa untuk memberikan bantuan dari DD maupun akses bantuan dari pemerintah 
daerah, provinsi dan pusat seperti peralatan pertanian, pengeboran, bibit, pupuk, dan irigasi 
kawasan sawah produktif. 

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah desa di Kabupaten 
Sumenep mendukung dan telah berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian 
petani, meskipun masih menghadapi hambatan dalam hal akses modal, keberlanjutan program, 
serta koordinasi lintas aktor. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, penguatan kelembagaan 
pertanian, dan penerapan inovasi lokal menjadi modal penting menuju sistem pertanian 
berkelanjutan (sustainable agriculture) di tingkat desa. 

 

PEMBAHASAN 

Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pertanian Berkelanjutan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Sumenep memiliki peran 
strategis dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan melalui tiga dimensi utama: kebijakan, 
kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Alokasi dana desa sebesar 3–10% dari APBDes yang 
digunakan untuk program ketahanan pangan menegaskan bahwa kebijakan pembangunan desa di 
Sumenep mulai mengarah pada paradigma local food security governance—yakni tata kelola 
pangan berbasis kemandirian lokal. Hal ini sejalan dengan teori governance of sustainability 
(Loorbach, 2007; Van Zeijl-Rozema et al., 2008) yang menempatkan pemerintah lokal bukan 
hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, melainkan sebagai enabler yang mendorong inovasi 
sosial dan ekonomi di tingkat grassroots innovation (Hossain, 2018; Ng et al., 2022). 

Temuan empiris menunjukkan bahwa desa yang memiliki regulasi pangan lokal lebih mampu 
menjaga keberlanjutan lahan dan produksi dibanding desa yang belum memiliki peraturan tersebut. 
Dengan demikian, regulasi di tingkat desa menjadi instrumen penting dalam memastikan 
perlindungan sumber daya alam dan mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan. Selain itu, 
keberadaan BUMDes Pertanian di beberapa desa (misalnya Lenteng Timur dan Pragaan Daya) 
menunjukkan bentuk konkret implementasi community-based economic governance yang memberi 
nilai tambah ekonomi bagi petani (Gbadegesin et al., 2021; Ratinger et al., 2021). Model ini 
memperkuat argumen bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan tidak hanya bergantung pada 
produktivitas, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa mengintegrasikan kebijakan ekonomi, 
sosial, dan ekologi secara simultan(Bathaei & Štreimikienė, 2023; Boix-Fayos & de Vente, 2023). 

 

Kemandirian Petani Sebagai Pilar Keberlanjutan 

Konsep kemandirian petani (farmer self-reliance) merupakan elemen kunci dalam mewujudkan 
pertanian berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa petani di wilayah studi telah 
mengadopsi teknologi pertanian ramah lingkungan, termasuk penggunaan pupuk organik dan 
diversifikasi tanaman. Pergeseran ini menunjukkan transformasi pola pikir dari input dependency 
menuju ecological resilience. Dalam perspektif teori sustainable livelihood framework (Natarajan 
et al., 2022; Stacey et al., 2021), perubahan tersebut mencerminkan peningkatan natural capital 
dan human capital petani (Tabares et al., 2022). 
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Peningkatan kemandirian petani juga ditunjang oleh modal sosial (social capital) yang kuat. Modal 
sosial yang tinggi memperkuat jaringan kerja sama antarpetani, menumbuhkan rasa saling percaya, 
serta mempercepat penyebaran inovasi. Fenomena ini mendukung teori social embeddedness 
(Wigren-Kristoferson et al., 2022), bahwa efektivitas ekonomi lokal tidak dapat dipisahkan dari 
kekuatan hubungan sosial yang melandasinya. 

Selain itu, keberhasilan kelompok tani dalam mengembangkan koperasi dan unit usaha BUMDes 
menggambarkan bahwa petani di Sumenep mulai bertransisi dari subsistence agriculture menuju 
community entrepreneurship (Fauzani et al., 2024). Transformasi ini menjadi indikator bahwa 
kemandirian petani bukan hanya dalam konteks teknis produksi, tetapi juga dalam aspek ekonomi 
dan kelembagaan (Paramasivam et al., 2022; Rai et al., 2023). 

 

Sinergi Kebijakan Lokal dan Agenda Nasional Pangan 

Dukungan pemerintah desa terhadap kebijakan pangan di Sumenep terbukti berkontribusi terhadap 
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berkaitan dengan Tujuan 2: Mengakhiri 
kelaparan dan mencapai ketahanan pangan, Tujuan 12: Menjamin pola produksi dan konsumsi 
yang berkelanjutan, serta Tujuan 15: Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan 
berkelanjutan ekosistem darat. 

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa sinergi antara kebijakan pangan lokal dan agenda 
nasional masih bersifat parsial. Beberapa desa menunjukkan kesulitan dalam menyelaraskan 
program ketahanan pangan desa dengan program kabupaten atau provinsi, akibat keterbatasan 
komunikasi lintas birokrasi dan koordinasi antarinstansi teknis. 

Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan model multi-level governance dalam kebijakan 
pangan. Pemerintah desa memerlukan ruang koordinatif yang lebih formal dengan dinas pertanian 
dan lembaga perencana daerah agar kebijakan lokal tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan 
demikian, pendekatan integratif diperlukan agar seluruh level pemerintahan beroperasi dalam 
kerangka kebijakan pangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. 

 

Tantangan Implementasi Pertanian Berkelanjutan di Tingkat Desa 

Meskipun menunjukkan kemajuan, implementasi pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sumenep 
masih menghadapi beberapa tantangan struktural dan kultural. Tantangan yang paling urgent 
berkaitan dengan akses modal dan teknologi, ketiadaan Lembaga keuanga mikro yang memberikan 
kemudahan permodalan dan pinjaman dengan bunga rendah kepada petani menyebabkan banyak 
petani kesulitan meningkatkan kapasitas produksi. Modal petani umumnya hanya pinjaman 
informal dengan nominal kecil. Tantangan berikutnya berupa ketergantungan petani terhadap 
bantuan pemerintah. Alat-alat teknologi pertanian, pengairan, dan pupuk semuanya merupakan 
bantuan dari pemerintah sehingga tidak terbentuk katalis kemandirian petani. Sehingga paradigma 
dependency-based-development (Englert-Yang, 2025) belum sepenuhnya bergegser menjadi 
empowerment-based-development (Hermawan et al., 2023; Hidayatullah et al., 2025; Jannah et al., 
2022; Suprapto et al., 2024; Tryasnandi et al., 2023). 

Tantangan lainnya berupa alih fungsi lahan pertanian. Tekanan ekonomi menyebabkan sebagian 
lahan pertanian di wilayan pinggiran kota dan dekat pantai beralih menjadi areah perumahan dan 
tambak-tambak udang. Tanpa regulasi ketar dan implementasi yang baik keberlanjutan system 
pangan local berpotensi terancam. Lahan yang sudah alih fungsi tidak ada harapan untuk kembali 
lahi pada lahan pertanian produktif termasuk yang sudah menjadi tambak udang walaupun tambkan 
tidak berproduksi.  

 

Dinamika Sosial-Ekologis dan Ketahanan Pangan Desa 

Dalam perspektif ecological governance (Gao et al., 2022; Lei, 2024), keberlanjutan pertanian 
tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kesadaran ekologis masyarakat desa. 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa petani yang aktif dalam kegiatan kolektif seperti tandur 
bareng dan pembuatan kompos bersama memiliki kesadaran ekologis lebih tinggi dan cenderung 
lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Namun petani yang memiliki kreativitas untuk pembuatan 
kompos bersama atau produksi pupuk organic tidak banyak melakukannya. Petani masih banyak 
bergantung pada pupuk kimia dengan alas efektivitas pekerjaan pertanian. 



Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis 
P-ISSN: 2460-4321, E-ISSN: 2579-8340 
Volume 12, Nomor 1, Januari 2026: 1111-1120 

1117 

Hal ini memperkuat argumen bahwa tata kelola sosial-ekologis berbasis komunitas merupakan 
fondasi penting bagi pertanian berkelanjutan. Desa yang berhasil memadukan aspek sosial (gotong 
royong, solidaritas), ekonomi (BUMDes, koperasi), dan ekologi (pertanian organik, konservasi 
lahan) menunjukkan ketahanan pangan yang lebih stabil dibanding desa dengan pendekatan 
teknokratis semata. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Sumenep berperan penting dalam 
membangun sistem pertanian berkelanjutan melalui tiga aspek utama: dukungan kebijakan, 
penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Alokasi Dana Desa untuk program ketahanan 
pangan serta adanya peraturan desa terkait perlindungan lahan pertanian menjadi instrumen 
strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan. Kelembagaan lokal seperti kelompok tani 
dan BUMDes pertanian terbukti meningkatkan kapasitas produksi dan kemandirian petani, 
sementara modal sosial memperkuat kerja sama dan partisipasi masyarakat. Namun, tantangan 
masih ada, terutama pada akses modal, ketergantungan pada bantuan pemerintah, dan keterbatasan 
pasar. Kemandirian petani mulai terbentuk melalui diversifikasi tanaman dan penggunaan 
teknologi ramah lingkungan, meski belum merata. Untuk memperkuat keberlanjutan, dibutuhkan 
sinergi antara kebijakan lokal dan nasional melalui multi-level governance. Dengan demikian, 
pertanian berkelanjutan di Sumenep bertumpu pada empat pilar utama: kebijakan lokal yang 
berpihak pada petani, kelembagaan yang kuat, modal sosial masyarakat, dan sinergi lintas level 
pemerintahan. 
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